
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan 

terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan 

ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab 

untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan 

informasi hukum yang dibutuhkan; 

b. bahwa agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi 

Hukum lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan lnformasi Hukum perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI WONOGIRI 

PRO VIN SI JA WA TENG AH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

KABUPATEN WONOGIRI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 



7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi 
Hukum Kementerian Dalam negen Dan Pemerintah 
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
33); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 522, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 
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Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 15 Februari 2023 

OPO - 
I WONOGIRI, T 

~-n.,~ 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 15 Fe bruari 2023 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabuapaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Bagan organisasi JDIH Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercanturn dalam Larnpiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4A 

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 

TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM. 

Menetapkan 

9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2021 Nomor 40); 



Keterangan: 
< ) Garis Hubungan Timbal Balik 

) ( 

SEKRETARIAT 
DAERAH 

KABUPATEN 
WONOGIRI 

BAGIAN-BAGIAN 

) ( 

BA GIAN 
HUKUMSETDA 

KABUPATEN 
WONOGIRI SELAKU 

PUSAT JARINGAN 
DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM 

KABUPATEN 
WONOGIRI 

) ( 

LE MBA GA 
TEKNIS 
DAERAH 

SEKRETARIAT 
DPRD 

KABUPATEN 
WONOGIRI 

) ( 

BAGAN ORGANISASI 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

KABUPATEN WONOGIRI 

LAMPI RAN 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2021 

TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI 

DANINFORMASIHUKUM 


